
PERATURAN BUPATT KLUNGKUNG 

NOMOR I3 TAHUN 2012 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATT KLUNGKUNG NOMOR 34 TAHUN 
2011 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN ANGGARAN 2012 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATT KLUNGKUNG, 

Menimbang: a. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2011 tentang Petunjuk teknis Penggunaan 
Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 Untuk 
Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa dan Surat Kepala Dinas Pendidikan 
Pemuda dan Olahraga Kabupaten Klungkung Nomor 425.1 1/2664/Disdikpora, 
tanggal 16 Juli 2012 perihal Permohonan Pengalihan Anggaran, maka 
Peraturan Bupati Klungkung Nomor 34 Tahun 2011 tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 
Anggaran 2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Klungkung 
Nomor I1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Klungkung 
Nomor 34 Tahun 2011 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2012 perlu diubah, 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati 
Klungkung Nomor 34 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Kabupaten Klungkung Tahun Angaran 2012; 

• 

Mengingat: I 

2. 

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah 
Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat 
dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 
Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655 ); 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan 
Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3312) scbagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569 ); 
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3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas 
Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun I 997 
Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea 
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3988); 

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pembrantasan 
Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 137, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250); 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan 
Tanggungjawab Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 66,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4400); 

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4844); 

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara 
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4438 ); 

11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049 ); 

12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201l 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara 
Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4027 ) ; 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan 
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ( Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4028); 
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15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

24. 

26. 

27. 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler 
dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416 ) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 
Badan Layanan Umum ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502 ); 
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi 
Pemerintahan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, 
Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503 ); 
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574 ); 
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tcntang Dana Perimbangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575 ); 
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi 
Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576 ); 
Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah ( Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 
Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 ); 
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tcntang Pedoman Penyusunan 
dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4585 ); 
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan 
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4592 ); 
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan 
Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonseia Tahun 2006 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kahi, 
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 201l 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor I 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman 
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2012; 
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28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

35. 

36. 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman 
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah; 
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 56 
Tahun 2011, tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus 
Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 Untuk Sekolah Dasar/Sekolah Dasar 
Luar Biasa; 
Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan 
Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung (Lembaran Daerah Kabupaten 
Klungkung Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Klungkung Nomor 2); 
Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 5 Tahun 2008 tentang 
Pokok--pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Klungkung Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Klungkung Nomor 4); 
Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 8 Tahun 2008 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung (Lembaran 
Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 5); 
Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 6 Tahun 2010 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten 
Klungkung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 
2000 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 5); 
Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 7 Tahun 2010 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten 
Klungkung Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 
2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 6); 
Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 10 Tahun 2011 tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 
Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2011 
Nomor 10); 
Peraturan Bupati Klungkung Nomor 34 Tahun 2011 tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 
Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2012 Nomor 6), 
scbagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Klungkung Nomor IH 
Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Klungkung Nomor 34 
Tahun 2011 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daeral 
Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Klungkung Tahun 2012 Nomor 11); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan: PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATT KLUNGKUNG NOMOR 
34 TAHUN 201 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN 
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 
ANGGARAN 2012. 
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Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Klungkung Nomor 34 Tahun 2011 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2012 
(Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2011 Nomor 6), scbagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Bupati Klungkung Nomor I1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati 
Klungkung Nomor 34 Tahun 2011 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 
2012 Nomor ID), diubah sebagai berikut: 

I. Ketentuan Lampiran I Peraturan Bupati Klungkung Nomor 34 Tahun 2011 tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2012 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Klungkung Nomor II Tahun 2012 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Bupati Klungkung Nomor 34 Tahun 2011 Tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2012 
(Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2012 Nomor IH) untuk uraian belanja pada 
belanja tidak langsung pada belanja hibah dan belanja langsung pada belanja modal diubah 
sehingga keseluruhan Lampiran I berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini 

2. Ketentuan Lampiran II Peraturan Bupati Klungkung Nomor 34 Tahun 2011 tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2012 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Klungkung Nomor 11 Tahun 2012 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Bupati Klungkung Nomor 34 Tahun 2011 Tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2012 
(Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2012 Nomor 1I) untuk urusan wajib 
pendidikan pada organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, urusan wajib otonomi 
daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah. kepegawaian dan 
persandian pada organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset, diubah, 
sehingga keseluruhan Lampiran II berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 

gar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klungkung 

Ditetapkan di Semarapura 

pada tanggal 17 Juli 2012 

I WAYAN CANDRA 

Diundangkan di Semarapura 

pada tanggal 17 Juli 2012 

H KABUPATEN KLL IGKUNG, 

TA D,'ERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2012 NOMOR 13 
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Lampirin I Paraturan Bupati Klungkung 
Nomor : 13 Tahun 2012 
Tanggal · 17 Juli 2012 

$ PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG 

RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD d � 
TAHUN ANGGARAN 2012 , �-- 

NOMOR URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) 
URUT SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 
I PEN DA PAT AN 558.952.412.391,68 558.952.412.391,68 0,00 0,00 
I. I PENDAPATAN ASLI DAERAH 35.603.693.479,58 35.603.693.479,58 0,00 0,00 
I. I. l Hast Pajak Daerah 871.733.280,00 871.733.280,00 0,00 0,00 
I. I 3 Hast Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipirsahkan 5.228.433.940,53 228.433.940,53 0,00 0,00 
1.1.4 Lain-lain Pendapatan Ash Daerah yang Sah 29.503.526.259,05 29.503.526.259,05 0,00 0,00 
1.2 DANA PERIMBANGAN 440.155.874.735,00 440.155.874.735,00 0,00 0,00 
I • 2 . I Bagi Mast Pajak/Bagi Has Bukan Pajak 19.720.621.735,00 19.720.621.735,00 0,00 0,00 
1.2.2 Dana Alokas Umum 387.340.103.000,00 387.340.103.000,00 0,00 0,00 
I. 2.3 Dana Alokas Khusus 33.095.150.000,00 33.095.150.000,00 0,00 0,00 
1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAM 83.192.844.177,10 83.192.844.177,10 0,00 0,00 
I. 3.3 Dana Bagi Has Pajak dan Provinsi dan Pemenintah Daerah Lainnya 47.949.280.714,10 47.949.280.714,10 0,00 0,00 
1.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 29.288.473.000,00 29.288.473.000,00 0,00 0,00 
1.3.5 Bantuan Keuan9an dani Provinsi atau Pemenintah Daerah Lainnya 5.955.090.463,00 5.955.090.463,00 0,00 0,00 

2 BELAN)A 594.305.910.927,74 594.305.910.927,74 0,00 0,00 
2 l BELANJA TIDAK LANGSUNG 398.949.275.496,41 404.603.948.696,41 5.654.673.200,00 1,42 
2. I. l Belanja Pegawat 368.382.598.253,00 368.382.598.253,00 0,00 0,00 
2.1.4 Belanja Hbah 4.703.735.000,00 10.358.408.200,00 5.654.673.200,00 120,22 
2. I . S Belanja Bantuan Sosial 7.569.840.000,00 7.569.840.000,00 0,00 0,00 
2.1.6 Belanja Bagi Has kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa 844.481.829,54 844.481.829,54 0,00 0,00 
2.1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemenintahan Des.a 16.448.620.413,87 16.448.620.413,87 0,00 0,00 

dan Partai Poltk 
2.1.8 Belanja Tidak Terduga 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00 
2.2 BELANJA LANGSUNG 195.356.635431.33 169.701.962.231,33 (5.654.673.200,00) (2,89) 
2.2.1 Belanja Pegawar 10.012.459.010,87 19.012.459.010,87 0,00 0,00 
2 2.2 Belanja Barang dan Jasa 90.412.861.654,46 90.412.861.654,46 0,00 0,00 
2.2.3 Belanja Modal 94.931.314.766,00 2776.641 566,00 (5.654.673.200,00) (5,96) 

SURPLUS / (DEF1SIT) (35.353.498.536,06) 5.353.498.536,06) 0,00 0,00 . ----- -� 
Hataman1 l INGASAN PENJAARAN PERA +AN AP80 - - -- -" 
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. . 
NOMOR URAIAN 

JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) 

URUT SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 

1 2 3 4 5=4.3 6 

3 PEMBIAYAAN DAERAH 

3. PENERIMAAN PEMBLAYAAN DAERAH 37.703.498.536,06 37.703.498.536,06 0,00 0,00 

3.1. I Sisa Lebih Pertitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 37.535.373.536,06 37.535.373.536,06 0,00 0,00 

3 1.7 Penenmaan kembal penyertaan modal (investas) Pemenintah Daerah 168.125.000,00 168.125.000,00 0,00 0,00 .. . 
3.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 2.350.000.000,00 2.350.000.000,00 0,00 0,00 .. . . 
3.2.2 Penyertaan Modal / Investasi Pemerintah Daerah 2.350.000.000,00 2.350.000.000,00 0,00 0,00 

PEMBIAYAAN NETTO 35.353.498.536,06 35.353.498.536,06 0,00 0,00 

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN 0,00 0,00 0,00 0,00 
. 

Semarapura, 17 Juli 2012 
U1�I KLUNGKUNG 

. 
L A/ 

< 2 

: 
- 

I WAYAN CANDRA 

--- -- --- 
IASAu INA[ARA URUBtAN AP BD 

ZEE: - - -- -- � 


